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ABSTRAK 

Strategi Implementasi Kebijakan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Lembaga 

Pelindungan Saksi dan Korban 

Sri Wiji Astuti, Edy Sutrisno 

sriwijiastuti.ayu@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerapkan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi untuk mendukung tata kelola 
yang efektif, akuntabel, dan berbasis risiko. Namun, implementasi Penilaian 
Maturitas SPIP Terintegrasi di LPSK masih belum optimal. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum optimalnya 
implementasi kebijakan tersebut serta merumuskan strategi implementasi yang 
efektif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui 
wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi. Analisis data berdasarkan 
teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, 
serta teori Ansell dan Gash untuk menganalisis strategi penguatan kolaborasi antar 
aktor dan antar unit organisasi. Selanjutnya strategi implementasi ditentukan 
menggunakan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan belum optimal karena dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu 
disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai SPIP sebagai 
instrumen tata kelola berbasis risiko, keterbatasan kompetensi sumber daya 
manusia dan sistem informasi yang belum terintegrasi, fragmentasi struktur 
birokrasi yang menghambat koordinasi lintas unit, serta komunikasi kebijakan 
yang belum mampu membangun pemahaman yang seragam di seluruh tingkatan 
organisasi. Berdasarkan perspektif Ansell dan Gash, penguatan kolaborasi antar 
unit kerja, keterlibatan pimpinan, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, 
serta integrasi proses bisnis menjadi faktor penting dalam mendukung 
keberhasilan implementasi SPIP Terintegrasi. Strategi implementasi yang 
direkomendasikan meliputi penguatan budaya organisasi berbasis risiko, 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi dan proses 
bisnis, penguatan antar unit kerja, serta optimalisasi komunikasi dan internalisasi 
kebijakan secara berkelanjutan. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
maturitas SPIP Terintegrasi dan memperkuat tata kelola LPSK yang efektif, 
akuntabel, dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: SPIP Terintegrasi, implementasi kebijakan, maturitas SPIP, tata 

kelola, resiko 



ix 
 

ABSTRACT 

Implementation Strategy for Maturity Assessment of the Integrated 
Government Internal Control System: A Case Study of the Witness and 

Victim Protection Agency  

Sri Wiji Astuti, Edy Sutrisno 

sriwijiastuti.ayu@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) implements the Integrated 
Government Internal Control System (SPIP) to support effective, accountable, and 
risk-based governance. However, the implementation of the Integrated SPIP 
Maturity Assessment at LPSK has not yet been optimal. This study aims to 
identify the factors contributing to the suboptimal implementation of the policy 
and to formulate effective implementation strategies. A descriptive qualitative 
approach was employed through in-depth interviews, literature review, and 
observation. Data were analyzed using Edward III’s policy implementation 
framework, consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic 
structure, and Ansell and Gash’s Collaborative Governance theory. 
Implementation strategies were prioritized using SWOT. The findings reveal that 
policy implementation remains suboptimal due to four main factors: 
implementers’ disposition, which has not fully internalized SPIP values as a risk-
based governance instrument; limited human resource competencies and 
unintegrated information systems; bureaucratic fragmentation that hampers cross-
unit coordination; and ineffective policy communication across organizational 
levels. From the Collaborative Governance perspective, inter-unit collaboration, 
leadership involvement, trust building, shared commitment, and business process 
integration are essential to successful implementation. Recommended strategies 
include strengthening a risk-based organizational culture, enhancing human 
resource capacity, integrating information systems and business processes, 
reinforcing collaboration among organizational units, and improving 
communication and policy internalization. These strategies are expected to 
enhance the maturity level of Integrated SPIP and strengthen effective, 
accountable, and sustainable governance within LPSK. 

Keywords: Integrated SPIP, policy implementation, SPIP maturity, governance, 
risk. 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki mandat strategis 

dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban, dengan 

karakteristik layanan yang kompleks, sensitif, serta memiliki tingkat risiko yang 

tinggi. Kompleksitas mandat LPSK tidak hanya berkaitan dengan aspek 

operasional perlindungan, seperti perlindungan fisik, bantuan hukum, dan 

rehabilitasi, tetapi juga menyangkut pengelolaan informasi yang bersifat rahasia, 

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta koordinasi lintas lembaga 

penegak hukum. Dalam konteks ini, LPSK menghadapi berbagai risiko, baik 

risiko operasional, risiko hukum, maupun risiko reputasi, yang apabila tidak 

dikelola secara efektif dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik 

serta terganggunya kualitas layanan perlindungan. 

 Salah satu upaya yang dilaksanakan di lingkungan LPSK adalah penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang merupakan sistem 

pengendalian yang wajib diselenggarakan oleh seluruh instansi pemerintah, baik 

kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. SPIP dilaksanakan secara 

menyeluruh dan terintegrasi dalam setiap tahapan manajemen, yang meliputi 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. 

Penerapan ini dilakukan pada seluruh tingkat aktivitas organisasi guna 

memastikan tercapainya tujuan secara efektif dan akuntabel. SPIP ini terus 

dilakukan setiap tahun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan instansi 

pemerintah, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, 

memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengendalian terhadap seluruh 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagai upaya mewujudkan pengelolaan 

keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan 

pengendalian tersebut dimaksudkan untuk memberikan tingkat keyakinan yang 
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memadai dalam mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan, 

yang mencakup efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan penyajian laporan 

keuangan, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memastikan implementasi SPIP 

berjalan dengan baik, fungsi pembinaan terhadap kementerian, lembaga, dan 

pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. 

Penyelenggaraan SPIP secara konsisten memberikan sejumlah manfaat 

strategis bagi organisasi pemerintah. Pertama, SPIP berfungsi sebagai instrumen 

peringatan dini atas potensi penyimpangan dan risiko operasional, sehingga 

pimpinan dapat mengambil langkah mitigasi sebelum risiko tersebut berdampak 

signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kedua, SPIP mendukung 

terciptanya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui 

penguatan proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. 

Ketiga, SPIP berperan penting dalam melindungi aset negara dari risiko 

kehilangan, penyalahgunaan, maupun kerugian akibat pengelolaan yang tidak 

memadai. Keempat, penerapan SPIP yang efektif turut mendorong kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus memperkecil ruang terjadinya 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelima, SPIP menjadi landasan bagi 

peningkatan kualitas pengambilan keputusan manajerial karena informasi yang 

dihasilkan lebih andal dan tepat waktu, serta mendukung pencapaian visi dan misi 

organisasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan 

SPIP tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada 

peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh serta penguatan kepercayaan 

publik terhadap institusi pemerintah, termasuk LPSK sebagai lembaga yang 

mengemban mandat perlindungan saksi dan korban dengan tingkat risiko dan 

sensitivitas yang tinggi. 

Konsep pengendalian intern melalui SPIP memiliki keterkaitan yang erat 

dengan prinsip-prinsip good governance. Hasibuan (2008) menyatakan bahwa 

pemerintahan yang baik merupakan suatu sistem penyelenggaraan kehidupan 
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bernegara dan berbangsa berlandaskan pada prinsip-prinsip serta karakteristik 

tertentu dan melalui pola dan perilaku para pelakunya yang berpegang pada 

prinsip tersebut, terbentuklah pemerintahan yang kuat, pasar yang mampu 

bersaing, serta masyarakat sipil yang mandiri. Selain itu pemerintahan yang baik 

(good governance) merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya negara 

hukum yang demokratis dan sejahtera. Begitu pula dengan pendapat Sedarmayanti 

(2012) terdapat empat unsur atau prinsip utama good governance antara lain 

akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Di antara prinsip-

prinsip tersebut, akuntabilitas dan transparansi dan menempati posisi penting 

sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga pemerintah kepada publik atas 

seluruh aktivitas yang dilaksanakan, mulai dari tahap perumusan kebijakan, 

implementasi, hingga pelaporan hasil. Implementasi SPIP pada hakikatnya 

merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan good governance. 

Pengendalian intern yang efektif tidak hanya menjamin tercapainya tujuan 

organisasi secara efisien dan akuntabel, tetapi juga menjadi fondasi dalam 

membangun pemerintahan yang kredibel dan terpercaya. Oleh karena itu, 

keberhasilan penerapan SPIP menjadi prasyarat penting untuk mendorong 

terwujudnya tata kelola good governance. 

Nilai SPIP Terintegrasi pada LPSK dalam implementasinya masih 

menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan upaya peningkatan secara 

berkesinambungan, baik dari sisi tata kelola, manajemen risiko, aktivitas 

pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, maupun aspek pemantauan. 

Kondisi ini sejalan dengan konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

yang memandang pengendalian intern sebagai suatu proses yang menyatu dalam 

organisasi untuk menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan, 

keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kelemahan pada salah 

satu komponen SPIP, maka hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap 

kualitas tata kelola organisasi secara menyeluruh. 
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Menurut Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 mendefinisikan Maturitas 

Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut: 

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam 
mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 
Sejalan dengan definisi tersebut, penilaian atas maturitas SPIP diartikan 

sebagai pengukuran tingkat kematangan sistem pengendalian intern dalam 

mewujudkan tujuan pengendalian, meliputi efektivitas dan efisiensi kinerja 

organisasi, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, dan ketaatan 

terhadap regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, penilaian maturitas penyelenggaraan 

SPIP terintegrasi dilakukan melalui pembobotan terhadap 3 (tiga) komponen yaitu 

antara lain: 

1) Penilaian atas SPIP 

2) Manajemen Risiko Indeks (MRI) 

3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 

Penentuan skor maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan berdasarkan hasil 

evaluasi yang dihitung menggunakan metode rerata tertimbang dari 3 (tiga) 

komponen tersebut. Skor tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam menetapkan 

tingkat maturitas SPIP. Setiap level maturitas SPIP memiliki ciri khas yang 

membedakannya satu sama lain, sebagaimana disajikan pada gambar berikut. 

Gambar 1. 1 Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPKP (2021) 
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Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tingkat Rintisan (Level 1) 

Tingkat maturitas “Rintisan” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan 

bahwa organisasi belum mampu menetapkan kinerja sesuai mandat, tugas, 

dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator, target, dan 

strategi kinerja secara memadai. Kondisi ini berdampak pada lemahnya 

struktur dan proses pengendalian, sehingga pelaksanaan tugas menjadi 

tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset kurang andal, 

tingkat kepatuhan rendah, serta meningkatkan risiko terjadinya korupsi. 

b. Tingkat Berkembang (Level 2) 

Tingkat maturitas “Berkembang” dalam penyelenggaraan SPIP 

menunjukkan bahwa organisasi telah mampu merumuskan kinerja, 

indikator, dan target secara memadai sesuai mandat, tugas, dan fungsinya. 

Namun, strategi pencapaian kinerja melalui program dan kegiatan yang 

efektif belum tersusun dengan baik, dan pelaksanaan pengendalian masih 

terbatas pada aspek komunikasi. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan 

tugas belum optimal, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset belum 

andal, tingkat kepatuhan masih rendah, serta risiko korupsi relatif tinggi. 

c. Tingkat Terdefinisi (Level 3) 

Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah 

mampu mengelola kinerja secara baik, termasuk merumuskan indikator, 

target, serta strategi pencapaiannya melalui program dan kegiatan yang 

efektif. Pengendalian serta kebijakan pengelolaan risiko, termasuk risiko 

korupsi, telah diterapkan pada seluruh unit kerja. Namun demikian, 

evaluasi atas efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko belum 

dilakukan secara memadai. Kondisi ini berdampak pada masih belum 

optimalnya pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi, adanya permasalahan 

non-material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, tingkat 

kepatuhan yang belum sepenuhnya terjaga, serta risiko korupsi yang masih 

relatif tinggi. 
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d. Tingkat Terkelola dan Terukur (Level 4) 

Tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur” menunjukkan bahwa organisasi 

telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, didukung oleh pengelolaan 

risiko dan pengendalian yang efektif dalam mencapai tujuan, serta 

mendorong terbentuknya budaya antikorupsi. Pelaksanaan tugas dan 

fungsi telah berjalan efektif, dengan pelaporan keuangan, pengelolaan aset, 

dan tingkat kepatuhan yang baik. Namun demikian, kemampuan adaptasi 

terhadap perubahan lingkungan masih terbatas sehingga peluang untuk 

meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan belum optimal. 

e. Tingkat Optimum (Level 5) 

Tingkat maturitas “Optimum” menunjukkan bahwa organisasi telah 

memiliki pengelolaan kinerja yang sangat baik, dengan sistem 

pengendalian yang efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. 

Kondisi ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan 

efisien, pelaporan keuangan serta pengelolaan aset yang andal, serta 

kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan. 

Kondisi “belum optimal” dalam penyelenggaraan SPIP pada dasarnya diukur 

dari kesenjangan antara kondisi aktual suatu unsur maupun sub-unsur SPIP 

dengan kriteria pada parameter penilaian yang ditetapkan BPKP, yang terdiri dari 

5 (lima) unsur dan 25 (dua puluh lima) sub-unsur dengan sejumlah parameter 

maturasi mulai dari level belum ada hingga level optimum. Semakin besar 

kesenjangan antara kondisi aktual dengan kriteria pada parameter tersebut, 

semakin rendah pula tingkat maturitas yang dicapai suatu instansi. Fenomena 

belum optimalnya penyelenggaraan SPIP juga banyak ditemukan pada berbagai 

instansi pemerintah lain. Gumelar, Supriatna, dan Kusumastuti (2021) dalam 

penelitiannya pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta menemukan bahwa 

maturitas SPIP berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, 

namun capaian maturitas tersebut masih dibayangi oleh lemahnya pemantauan 

dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK maupun APIP di tingkat satuan 

kerja. Temuan serupa dilaporkan oleh Nasir, Siswoyo, dan Permana (2024) yang 
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mengevaluasi implementasi SPIP Terintegrasi di Kabupaten Brebes; meskipun 

skor SPIP dan Penilaian Kapabilitas APIP telah berada pada Level 3, skor 

Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi 

(IEPK) masih bertahan pada Level 2, sehingga implementasi SPIP Terintegrasi di 

daerah tersebut dinilai belum sepenuhnya optimal, yang antara lain diindikasikan 

dari masih adanya catatan kelemahan sistem pengendalian intern dalam laporan 

hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Kesenjangan skor 

antarkomponen penilaian sebagaimana ditemukan pada kedua penelitian tersebut 

memiliki pola yang serupa dengan kondisi di LPSK (Tabel 1.1), di mana capaian 

MRI dan IEPK belum konsisten mengikuti peningkatan skor SPIP, sehingga 

memperkuat dugaan bahwa persoalan belum optimalnya maturitas SPIP tidak 

semata bersifat administratif, melainkan berkaitan dengan konsistensi 

implementasi lintas komponen penilaian. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang belum 

optimal masih menjadi fenomena umum di instansi pemerintah. Studi empiris 

oleh Fauzan et al., (2021) menemukan bahwa kelemahan dalam penatausahaan 

aset tetap merupakan salah satu faktor utama yang menurunkan kualitas laporan 

keuangan, dan secara statistik SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan melalui pengelolaan aset. Temuan ini diperkuat oleh penelitian 

Siringoringo et al., 2023 yang menyatakan bahwa penerapan SPIP yang efektif 

mampu meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan laporan keuangan 

pemerintah serta berkontribusi terhadap perolehan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun demikian, dalam praktiknya masih 

ditemukan berbagai kendala, khususnya terkait pengelolaan aset. Kasus di 

beberapa pemerintah daerah menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan aset 

menjadi salah satu penyebab utama diperolehnya opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), yang mencerminkan adanya permasalahan material dalam 

laporan keuangan. Permasalahan tersebut umumnya meliputi ketidaktepatan 

pencatatan nilai aset, lemahnya pengamanan aset, serta belum optimalnya 

pemanfaatan aset dalam mendukung kinerja organisasi. 
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Selain itu, faktor sumber daya manusia dan sistem pendukung juga menjadi 

penting dalam keberhasilan SPIP. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

kompetensi SDM dan pemanfaatan sistem informasi berpengaruh signifikan 

dalam memperkuat implementasi SPIP dan meminimalkan kesalahan penyajian 

laporan keuangan dimana ditemukan adanya temuan yang berulang di LPSK 

dalam tiga tahun terakhir, khususnya terkait kesalahan penggunaan mata anggaran 

serta kekurangan volume pekerjaan. Hal ini masih menjadi kelemahan LPSK. 

Namun hal ini juga menegaskan bahwa penguatan SPIP tidak hanya bersifat 

prosedural, tetapi juga membutuhkan dukungan kapasitas organisasi secara 

menyeluruh.  

Salah satu dugaan permasalahan yaitu terkait pengelolaan aset pada LPSK 

menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Pengelolaan aset yang 

tidak optimal, baik dalam aspek penilaian, pemanfaatan, pencatatan dalam neraca, 

maupun penentuan prioritas, tidak hanya berdampak pada kerugian lembaga tetapi 

juga secara langsung mempengaruhi opini laporan keuangan sebagai indikator 

utama akuntabilitas publik. Evaluator mencatat adanya isu berkelanjutan pada aset 

tetap yang sama. Secara spesifik, LPSK belum melakukan balik nama sertifikat 

pada tahun 2023, yang kemudian disertai dengan kesalahan klasifikasi nilai 

perolehan antara tanah serta gedung dan bangunan pada pelaporan tahun 2024. 

Oleh karena itu, penguatan SPIP Terintegrasi, khususnya pada aspek pengelolaan 

aset, menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan 

akuntabilitas keuangan LPSK secara berkelanjutan. 

Selain itu Fraud atau tindak kecurangan umumnya dipengaruhi oleh tiga 

faktor utama sebagaimana dijelaskan dalam Fraud Triangle Theory, adanya 

tekanan yang dihadapi pelaku, peluang atau kesempatan untuk melakukan 

kecurangan, serta rasionalisasi atas perbuatan tersebut. Untuk merespons faktor-

faktor tersebut, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjalankan strategi 

pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan terpadu yang dikenal sebagai 

Trisula KPK, meliputi pencegahan, pendidikan, dan penindakan (Hariadi & 

Wicaksono, 2013). Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 
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transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, setiap kementerian dan lembaga di 

Indonesia diwajibkan melaksanakan reformasi birokrasi pada seluruh tingkat 

manajemen guna memastikan pencapaian tujuan organisasi sejalan dengan visi 

dan misi organisasi sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan 

yang baik. Cara pemerintah menjalankan roda birokrasi sehari-hari sangat 

mempengaruhi persepsi korupsi. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi 

(Corruption Perception Index) tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Transparency 

International, Indonesia mendapatkan skor indeks 37 dari 100 yang dapat 

diketahui bahwa di tataran negara ASEAN, Indonesia masih menempati urutan 

ke-6 dan di tataran dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 

negara. Skor tersebut naik 3 poin dari CPI tahun 2023 dimana Indonesian 

mencatat skor indeks 34 dari 100 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 

115 dari 180 negara. Meskipun terdapat peningkatan sebesar 3 poin dibandingkan 

tahun 2023 yang mencatat skor 34 dengan peringkat ke-115, capaian tersebut 

masih menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi di Indonesia relatif tinggi dan 

memerlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan 

pentingnya penguatan sistem pengendalian intern, termasuk melalui implementasi 

SPIP yang efektif dan terintegrasi, sebagai salah satu instrumen utama dalam 

mencegah terjadinya fraud dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. 

Upaya ini tidak hanya berkontribusi dalam menurunkan risiko korupsi, tetapi juga 

dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong terciptanya 

pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 

Dinamika perkembangan nilai SPIP Terintegrasi pada LPSK selama periode 

2023 hingga 2025 memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang bersifat 

bertahap (Tabel 1.1), namun belum mencerminkan terjadinya transformasi yang 

signifikan menuju tingkat maturitas yang lebih tinggi. Nilai maturitas SPIP tahun 

2023 sebesar 3,012 menempatkan organisasi pada Level 3 (Terdefinisi). Hal ini 

mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern telah tersusun secara formal 

melalui kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi, tetapi implementasinya 

belum sepenuhnya konsisten serta belum didukung oleh mekanisme pengukuran 
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kinerja yang komprehensif. Kondisi tersebut diperkuat oleh capaian Manajemen 

Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,767 yang masih berada pada Level 2, 

mengindikasikan bahwa implementasi manajemen risiko belum berjalan secara 

terpadu dalam keseluruhan aktivitas bisnis organisasi. 

Nilai maturitas SPIP terjadi peningkatan pada tahun 2024 menjadi 3,285 dan 

tahun 2025 menjadi 3,609 yang mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek tata 

kelola serta penguatan dokumentasi pengendalian intern. Selama ini LPSK telah 

memperbaiki indikator sasaran strategis, melakukan update kebijakan manajemen 

risiko dengan memuat hal-hal yang lebih detail, melaksanakan proses manajemen 

risiko secara memadai pada seluruh unit kerja di lingkungan LPSK, memantau 

dan mengoptimalkan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK untuk 

meminimalkan terjadinya temuan berulang serta LPSK sudah membuat rencana 

kerja sesuai rencana strategis (renstra), LPSK juga sudah menyusun perjanjian 

kinerja setiap tahunnya tetapi  dalam perencanaan kinerja, target kinerja dinilai 

masih kurang tepat karena tidak memperhatikan capaian kinerja tahun 

sebelumnya, masih terdapat indikator kinerja sasaran kegiatan yang tidak spesifik 

dan relevan. Casecading rencana kinerja juga dinilai tidak mengikuti renstra. Hal 

tersebut mengakibatkan nilai maturitas SPIP belum juga bisa dapat meraih level 4. 

Peningkatan nilai maturitas SPIP tersebut tidak diikuti oleh penguatan yang 

sepadan pada dimensi manajemen risiko, yang justru mengalami penurunan 

menjadi 2,716. Hal ini tercermin dari kebijakan manajemen risiko yang belum 

komprehensif. Meskipun implementasi telah dilakukan pada beberapa unit kerja, 

namun belum mampu menghasilkan identifikasi risiko strategis di tingkat unit 

kerja, serta proses manajemen risiko belum terintegrasi secara menyeluruh dalam 

manajemen LPSK. Tahun 2025 LPSK melakukan perbaikan manajemen risiko 

dengan LPSK telah menetapkan kebijakan manajemen risiko dan melaksanakan 

proses manajemen risiko secara berkelanjutan sehingga terdapat kenaikan 

manajemen risiko indeks menjadi 3,484. Di sisi lain, nilai Indeks Efektivitas 

Pengendalian Korupsi (IEPK) yang relatif stagnan pada angka 3,000 namun 

menurun menjadi 2,574 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya 
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pengendalian korupsi belum berjalan baik, belum menunjukkan peningkatan 

efektivitas yang signifikan dalam praktiknya. 

Hasil analisis tren menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi masih 

bersifat bertahap dan belum mengindikasikan adanya menuju tingkat maturitas 

yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan masih adanya kesenjangan struktural dan 

implementatif, khususnya dalam hal integrasi manajemen risiko, penguatan 

pengukuran kinerja berbasis outcome, serta efektivitas mekanisme pemantauan 

dan evaluasi. Oleh karena itu, meskipun LPSK telah memiliki fondasi sistem 

pengendalian intern yang relatif memadai, tantangan utama yang dihadapi terletak 

pada upaya mentransformasikan sistem tersebut menjadi instrumen manajerial 

yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kinerja. 

Nilai SPIP dari tahun 2023 sampai 2025 rata-rata dibawah level 4 yang 

menunjukkan perlu beberapa peningkatan kinerja dibeberapa target, indikator 

sehingga perlu strategi peningkatan nilai SPIP terintegrasi. Berikut penilaian 

mandiri tingkat maturitas SPIP selama periode 2023–2025 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Nilai SPIP pada tahun 2023 hingga tahun 2025 

Tahun Maturitas 
SPIP 

Level MRI Level IEPK Level 

2023 3,012 Level 3  2,767 Level 2  3,000 Level 3 
2024 3,285 Level 3  2,716 Level 2  3,000 Level 3 
2025 3,609  Level 3 

(Terdef
inisi) 

3,484 Level 3 2,574 Level 2 

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas 
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada LPSK. 

Sebagai upaya untuk memahami posisi dan tingkat kematangan 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, 

diperlukan perbandingan dengan beberapa instansi pemerintah yang memiliki 

karakteristik tugas dan fungsi yang strategis, seperti Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kedua lembaga 

tersebut menunjukkan capaian maturitas SPIP yang relatif lebih tinggi dan lebih 

progresif dalam implementasi SPIP Terintegrasi. 
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BPOM, misalnya, telah mencapai tingkat maturitas SPIP pada Level 4 

(Terkelola dan Terukur) (BPKP, 2025), yang mencerminkan bahwa sistem 

pengendalian intern tidak hanya telah terdokumentasi dengan baik, tetapi juga 

telah terintegrasi dalam seluruh proses manajerial organisasi serta berorientasi 

pada pencapaian kinerja berbasis outcome. Keberhasilan ini didukung oleh sistem 

pengawasan yang terstandar, pengelolaan risiko yang terstruktur, serta mekanisme 

monitoring dan evaluasi yang berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. 

Sementara itu BSSN memiliki keunggulan dalam penerapan manajemen risiko 

berbasis teknologi (risk-based approach), yang menjadi bagian integral dari 

proses bisnis organisasi. Dengan karakteristik tugas di bidang keamanan siber, 

BSSN dituntut untuk memiliki sistem pengendalian yang adaptif dan responsif 

terhadap dinamika risiko yang tinggi. Hal ini menjadikan implementasi SPIP di 

BSSN relatif lebih kuat pada aspek manajemen risiko, meskipun secara 

keseluruhan masih berada pada rentang Level 3 hingga Level 4. 

Jika dibandingkan dengan kedua instansi tersebut, posisi Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih berada pada Level 3 (Terdefinisi), 

yang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan prosedur pengendalian intern 

telah tersedia, namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten dan 

terintegrasi dalam proses manajerial organisasi. Kesenjangan ini terutama terlihat 

pada aspek manajemen risiko yang belum terintegrasi secara menyeluruh, 

efektivitas pengendalian korupsi yang belum optimal, serta masih adanya temuan 

berulang dalam pengelolaan aset dan keuangan. 

Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPIP 

Terintegrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh 

kemampuan organisasi dalam menginternalisasikan pengendalian intern ke dalam 

seluruh proses bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta membangun budaya 

integritas. Oleh karena itu, pembelajaran dari praktik baik (best practices) pada 

BPOM dan BSSN menjadi penting sebagai referensi dalam merumuskan strategi 

peningkatan maturitas SPIP di LPSK. 
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Berbagai faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja organisasi perlu 

dikaji secara mendalam untuk mendorong peningkatan kinerja Lembaga. Faktor-

faktor tersebut antara lain pemahaman dalam mengidentifikasi permasalahan 

secara lebih spesifik beserta penanganannya, efektivitas komunikasi antarpegawai 

yang mempengaruhi kinerja sehari-hari, penguatan kelembagaan dalam 

perlindungan saksi dan korban, serta peningkatan kerja sama dengan instansi 

terkait. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi implementasi kebijakan 

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terintegrasi di LPSK menjadi penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan, 

faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi yang efektif dalam 

memperkuat pengendalian intern dan meningkatkan kinerja organisasi secara 

berkelanjutan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, diperoleh sejumlah permasalahan 

utama yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi belum 

menghasilkan tata kelola yang efektif.  

Meskipun kebijakan SPIP Terintegrasi telah diimplementasikan, tingkat 

maturitas SPIP LPSK masih bertahan pada Level 3 (Terdefinisi) selama periode 

2023–2025 dan belum mencapai Level 4 (Terkelola dan Terukur). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum mampu menghasilkan 

sistem pengendalian intern yang terukur, terdokumentasi secara konsisten, dan 

berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi  

2. Koordinasi dan komunikasi implementasi kebijakan belum mampu 

membangun kesamaan pemahaman antarunit kerja. 

Sosialisasi SPIP masih bersifat administratif dan belum mendorong 

internalisasi nilai-nilai pengendalian intern di seluruh unit kerja. Akibatnya, 

koordinasi dalam pelaksanaan SPIP belum berjalan secara terpadu sehingga 
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implementasi kebijakan cenderung berbeda antarunit dan belum menghasilkan 

komitmen organisasi yang seragam. 

3. Kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia belum 

mendukung implementasi kebijakan secara konsisten. 

Kompetensi pegawai mengenai SPIP dan manajemen risiko masih belum 

merata, sementara komitmen pelaksana dalam menerapkan kebijakan belum 

konsisten. Kondisi ini menyebabkan implementasi SPIP masih bergantung 

pada individu tertentu dan belum menjadi kapasitas kelembagaan yang 

melembaga dalam organisasi. 

4. Manajemen risiko belum terintegrasi dalam tata kelola dan proses 

pengambilan keputusan organisasi.  

Identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko belum menjadi bagian yang 

melekat dalam proses bisnis maupun penyusunan kebijakan di seluruh unit 

kerja. Akibatnya, manajemen risiko belum berfungsi sebagai instrumen 

strategis untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan pengambilan 

keputusan berbasis risiko. 

5. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi 

kebijakan belum berjalan secara efektif. 

Masih ditemukannya temuan audit yang berulang menunjukkan bahwa proses 

monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut hasil pengawasan belum mampu 

menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mengindikasikan 

bahwa sistem pembelajaran organisasi (organizational learning) dalam 

implementasi SPIP belum berjalan secara optimal sehingga kelemahan 

pengendalian intern terus berulang. 

6. Belum tersusunnya strategi implementasi kebijakan yang terintegrasi 

untuk meningkatkan maturitas SPIP 

LPSK belum memiliki strategi implementasi yang mengintegrasikan aspek 

komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, kolaborasi antarunit, 

dan penguatan tata kelola secara komprehensif. Akibatnya, berbagai upaya 
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perbaikan masih bersifat parsial dan belum mampu mempercepat peningkatan 

maturitas SPIP secara berkelanjutan. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini tidak menganalisis 

seluruh permasalahan yang teridentifikasi, melainkan memfokuskan kajian pada 

tiga permasalahan utama, yaitu koordinasi dan komunikasi implementasi 

kebijakan belum mampu membangun kesamaan pemahaman antarunit kerja, 

kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia belum mendukung 

implementasi kebijakan secara konsisten, dan belum tersusunnya strategi 

implementasi kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan maturitas SPIP. 

Ketiga permasalahan tersebut dianalisis melalui variabel Komunikasi, Sumber 

Daya, dan Disposisi dalam kerangka implementasi kebijakan Edward III, guna 

merumuskan strategi implementasi yang terintegrasi bagi peningkatan maturitas 

SPIP LPSK. Sedangkan pada permasalahan yaitu implementasi kebijakan 

penilaian maturitas SPIP terintegrasi belum menghasilkan tata kelola yang efektif, 

manajemen risiko belum terintegrasi dalam tata kelola dan proses pengambilan 

keputusan organisasi, dan mekanisme monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut 

implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif tidak menjadi fokus analisis 

dalam penelitian ini. Ketiga permasalahan tersebut dipandang sebagai konteks 

yang melatarbelakangi penelitian dan diharapkan dapat menjadi penelitian 

selanjutnya yang mengkaji aspek teknis penyelenggaraan SPIP, penguatan 

manajemen risiko, maupun pengembangan sistem monitoring dan evaluasi secara 

lebih mendalam. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Mengapa Implementasi Kebijakan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di LPSK belum optimal? 

2. Bagaimana Strategi Implementasi Kebijakan Penilaian Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di LPSK 

berjalan efektif? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab Implementasi Kebijakan 

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terintegrasi di LPSK belum optimal. 

2. Untuk menyusun Strategi Implementasi Kebijakan Penilaian Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di LPSK 

agar berjalan efektif. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memilki manfaat 

teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Secara Toritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

kajian administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, khususnya yang 

berkaitan dengan implementasi dan peningkatan nilai Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Hasil penelitian ini dapat memperkaya 

referensi akademik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kematangan SPIP Terintegrasi serta strategi peningkatannya pada lembaga 

pemerintah dengan karakteristik layanan berisiko tinggi seperti Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi nilai SPIP 

Terintegrasi di LPSK, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perumusan 

kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih efektif. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas, 

serta kinerja LPSK dalam penyelenggaraan perlindungan saksi dan korban 

secara berkelanjutan. 
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3. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi Lembaga 

Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai dasar dalam memperkuat 

implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. 

Melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi serta 

penyusunan strategi peningkatan maturitas SPIP, penelitian ini dapat membantu 

organisasi meningkatkan efektivitas pengendalian intern, memperkuat 

penerapan manajemen risiko, meningkatkan kualitas tata kelola, serta 

mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis risiko. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Penyebab implementasi kebijakan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di LPSK belum optimal  

Faktor-faktor implementasi kebijakan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terintegrasi di LPSK belum optimal berdasarkan analisis yaitu 

faktor disposisi, faktor sumberdaya, faktor struktur birokrasi dan faktor 

komunikasi.  

a) Faktor disposisi: Perilaku organisasi, komitmen pelaksana, serta 

internalisasi nilai merupakan paling dominan yang memengaruhi 

implementasi kebijakan di LPSK. Meskipun pimpinan puncak telah 

menunjukkan komitmen politik yang kuat, komitmen tersebut belum 

terinternalisasi secara merata di tingkat pelaksana. Sebagian besar 

pegawai masih memandang SPIP Terintegrasi sebatas kewajiban 

administratif yang menambah beban kerja, sehingga menciptakan 

tantangan budaya organisasi dalam bertransisi dari compliance-based 

governance menuju risk-based governance. 

b) Faktor sumber daya: Kapasitas kelembagaan menjadi faktor krusial 

berikutnya. Implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh adanya 

kesenjangan kompetensi SDM dalam memahami konsep integrasi 

manajemen risiko, pengendalian intern, dan kinerja organisasi. Selain 

itu, keterbatasan infrastruktur berupa sistem informasi pendukung yang 

masih berjalan secara parsial menghambat penyediaan data secara real-

time untuk pengambilan keputusan berbasis risiko. 

c) Faktor struktur birokrasi: Struktur birokrasi di LPSK masih dihadapkan 

pada tantangan fragmentasi proses bisnis. Walaupun secara formal 

struktur dan SOP telah tersedia, koordinasi lintas fungsi belum berjalan 

optimal. Akibatnya, pelaksanaan SPIP Terintegrasi cenderung 
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dipersepsikan sebagai tanggung jawab eksklusif unit kerja bagian 

perencanaan dan belum terwujud sebagai tanggung jawab kolektif 

seluruh lini organisasi. 

d) Faktor komunikasi: Komunikasi tetap memegang peranan signifikan 

sebagai hulu dari proses internalisasi kebijakan. Hambatan komunikasi 

di LPSK bukan terletak pada aspek kuantitas atau frekuensi sosialisasi, 

melainkan pada efektivitasnya. Komunikasi yang berjalan selama ini 

masih bersifat informatif searah dan terjebak pada tataran teknis-

dokumen, sehingga gagal mentransformasikan pengetahuan menjadi 

kesadaran kolektif organisasi. 

 

2. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi implementasi Kebijakan 

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di LPSK perlu 

diarahkan pada optimalisasi kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang 

eksternal sekaligus mengatasi kelemahan dan mengantisipasi berbagai 

ancaman organisasi. Prioritas strategi meliputi penguatan komitmen pimpinan 

dan Tim SPIP, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan 

komunikasi dan koordinasi antar unit, pemanfaatan teknologi informasi untuk 

mendukung monitoring dan evaluasi, serta integrasi manajemen risiko ke 

dalam seluruh proses bisnis organisasi. Di samping itu, evaluasi dan tindak 

lanjut hasil audit perlu dilakukan secara konsisten untuk mencegah temuan 

berulang dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern. LPSK 

diharapkan mampu meningkatkan maturitas SPIP, memperkuat tata kelola 

organisasi, serta mewujudkan organisasi yang lebih akuntabel, adaptif, dan 

berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. 

Berdasarkan hasil SWOT disusun implementasi yang dibagi ke dalam tiga 

tahapan.  

1) Strategi jangka pendek: difokuskan pada penguatan komunikasi, 

koordinasi lintas unit, dan pembentukan komitmen organisasi melalui 
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sosialisasi partisipatif, forum koordinasi, serta internalisasi budaya 

pengendalian. 

2) Strategi jangka menengah: diarahkan pada peningkatan kapasitas 

organisasi melalui pengembangan kompetensi SDM, pembangunan 

Knowledge Management System, dan penguatan institutional memory. 

Adapun 

3) Strategi jangka panjang: berorientasi pada transformasi digital melalui 

pengembangan dashboard SPIP terintegrasi, integrasi sistem informasi 

tata kelola, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis data 

secara berkelanjutan. 

 

B. Saran 

1. Strategi Transformasi Komunikasi dan Dekonstruksi Pola Pikir (Disposisi & 

Komunikasi). 

LPSK harus menggeser paradigma komunikasi kebijakan dari 

pendekatan administratif-informatif formal (sosialisasi searah) menjadi 

pendekatan institusional-transformatif berbasis pembelajaran organisasi. 

LPSK perlu memperkuat implementasi komunikasi kebijakan SPIP 

Terintegrasi melalui langkah-langkah yang konkret dan terukur. Upaya 

tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan workshop, diskusi, dan 

coaching secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai 

peran SPIP dalam mendukung pelaksanaan tugas pelindungan saksi dan 

korban. Pimpinan juga perlu memberikan keteladanan dengan 

mengintegrasikan SPIP dalam rapat koordinasi, evaluasi kinerja, dan 

pengambilan keputusan sehingga menjadi bagian dari budaya kerja 

organisasi. Selain itu, LPSK perlu menyediakan panduan dan media 

komunikasi yang aplikatif serta melakukan monitoring dan evaluasi secara 

berkala terhadap pemahaman dan implementasi SPIP di setiap unit kerja. 

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, 
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komitmen, dan partisipasi pegawai sehingga implementasi SPIP Terintegrasi 

menjadi lebih optimal. 

2. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Berkelanjutan (Sumber Daya). 

Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh 

yang menyentuh dimensi SDM dan teknologi informasi secara simultan. 

LPSK direkomendasikan untuk meninggalkan model pelatihan insidental dan 

beralih ke program pengembangan kompetensi yang terstruktur dan 

bersertifikasi di bidang manajemen risiko untuk meminimalisir kesalahan 

teknis anggaran serta tata kelola aset tetap yang kerap berulang. Secara 

pararel, LPSK wajib membangun infrastruktur teknologi informasi yang 

adaptif guna mengunci institutional memory. Hal ini krusial agar seluruh 

pengetahuan dan praktik terbaik pengendalian tetap melekat pada sistem 

digital organisasi yang permanen dan tidak goyah oleh tingginya ritme mutasi 

pegawai. 

3. Strategi Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dan Integrasi Proses Bisnis.  

LPSK direkomendasikan untuk menerapkan pendekatan collaborative 

governance guna memotong sekat-sekat sektoral dan ego egoistik antar-unit 

organisasi yang selama ini menciptakan fragmentasi birokrasi. Integrasi 

proses bisnis harus didesain ulang agar pengelolaan risiko tidak lagi 

diposisikan sebagai aktivitas pelengkap di akhir program, melainkan menjadi 

satu kesatuan ekosistem sistemis yang melekat sejak awal siklus perencanaan, 

penganggaran, hingga monitoring-evaluasi kinerja. Dengan struktur 

koordinasi lintas fungsi yang fleksibel, proses penilaian mandiri SPIP dapat 

didelegasikan secara proporsional kepada masing-masing unit kerja teknis 

operasional, sehingga tidak lagi bertumpu secara asimetris pada bagian 

perencanaan semata. 

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara teknis efektivitas 

tata kelola implementasi kebijakan SPIP Terintegrasi secara menyeluruh, 

termasuk mengukur hubungan antara struktur birokrasi dan capaian maturitas 

SPI. Penelitian mendatang juga diharapkan perlu berfokus pada penguatan 
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integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis dan pengambilan 

keputusan organisasi, misalnya dengan mengevaluasi penerapan kerangka 

manajemen risiko berbasis ISO 31000 atau COSO Enterprise Risk 

Management pada LPSK maupun instansi sejenis. Selain itu, penelitian 

mendatang juga disarankan untuk mengembangkan dan menguji efektivitas 

sistem monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan berbasis 

digital (dashboard pemantauan tindak lanjut audit) guna mendorong 

terwujudnya organizational learning yang mampu mencegah temuan audit 

berulang. 
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